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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS APBD 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi landasan dalam penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten 

Karimun yang dijabarkan ke dalam KUA Tahun Anggaran 2024, dan kemudian 

akan ditindaklanjuti dengan penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2024 dengan  

berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2024. Dimana 

dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2024 telah disusun 

dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang 

memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama kurun waktu 

satu tahun.  

Dalam hal terjadi asumsi peningkatan maupun pengurangan kinerja dari 

seluruh program/kegiatan dan sub kegiatan yang telah dianggarkan maka perlu 

dilakukan Perubahan APBD. Hal ini terlebih dahulu menetapkan Kebijakan Umum 

Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan 

APBD, yang dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh Pemerintah 

Daerah dan DPRD. 

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD adalah 

program dan prioritas patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

OPD untuk setiap program/kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam 

penyusunan perubahan RKA-SKPD. Dimana PPAS Perubahan ini meliputi detail 

rencana perubahan terhadap beberapa hal yaitu: pendapatan, penerimaan 

pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara 

berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dan sub kegiatan serta 

rencana pembiayaan daerah. 
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Penyusunan Perubahan PPAS merupakan perumusan kebijakan anggaran 

yang disusun berdasarkan kebijakan umum perubahan APBD, prioritas dan plafon 

anggaran sementara yang telah disepakati dituangkan ke dalam nota 

kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan 

Pimpinan DPRD. Berdasarkan nota kesepakatan maka Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah menyiapkan rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman 

penyusunan perubahan RKA-SKPD sebagai acuan kepala OPD dalam menyusun 

perubahan RKA-SKPD. 

Substansi rancangan Perubahan PPAS meliputi urutan prioritas program/ 

kegiatan dan sub kegiatan serta sasaran dan target kinerja masing–masing 

program/kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada Kebijakan Umum 

Perubahan dan pagu anggaran indikatif menurut urusan pemerintahan, 

organisasi dan berdasarkan pengelompokan belanja operasi, belanja modal, 

belanja tidak terduga dan belanja transfer yang dituangkan dalam nota 

kesepakatan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD. 

Prioritas program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif yang tercantum 

dalam nota kesepakatan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah dengan 

pimpinan DPRD dapat dicantumkan klausul yang menyatakan bahwa apabila 

terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan Perubahan PPAS 

disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:  

1. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah provinsi 

untuk kabupaten/kota. 

2. Adanya penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah setelah  

nota kesepakatan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah dengan pimpinan 

DPRD ditandatangani terhadap program dan kegiatan yang tercantum 

dalam nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan dapat dilakukan 

penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran 

definitif apabila belum ditampung dalam nota kesepakatan PPAS. 

3. Tidak diperkenankan untuk melakukan penambahan atau pengurangan 

program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif, apabila program dan 

kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut tidak dicantumkan dalam 
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klausul Nota Kesepakatan PPAS. Penambahan atau pengurangan program 

dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dapat dilakukan ketika 

proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan 

PPAS. 

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS APBD 

Penyusunan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 

2024 bertujuan untuk : 

1. Sebagai landasan untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD; 

2. Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menilai 

usulan RKA Perubahan SKPD; 

3. Merupakan dasar bagi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun        

Anggaran 2024. 

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS APBD 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Tahun 1945; 
 

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih  dan Bebas  dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  3851); 
 

3. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4880); 
 



PERUBAHAN PRIORITAS  DAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024 

 
 
 

 
 
 

BAB I. Pendahuluan  I - 4 

 

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4286); 
 

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4355); 
 

6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4400); 
 

7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

8. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor  5495); 
 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

 
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 
12. Peraturan Pemerintah  Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor  4028); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012, nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia        Nomor 5340); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun  2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

 
17. 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
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5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5864); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 5950); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administaratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6847); 

 
 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6224); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6279); 

 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 
 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 
 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia        Nomor 6517); 
 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan 
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6623); 
 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan 
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 
 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 6883); 
 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 
 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita   Negara  Republik  
Indonesia   Tahun   2015 Nomor  2036)   sebagaimana  telah  
diubah  dengan Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan    Produk   
Hukum   Daerah   (Berita Negara  Republik  Indonesia   Tahun    
2018  Nomor 157); 
 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan 

dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

 
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 
 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

 
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

 
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 
2020 Nomor 288); 
 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Rebuplik Indonesia Tahun 2020          Nomor 1781); 
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40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630); 

 
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 799); 
 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten 
Karimun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karimun Tahun 2005 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karimun    Nomor 3) sebagaimana telah diubah 
dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Karimun Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3); 
 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 7); 

 
44. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3  Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 3); 

 
45. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7  Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun 

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Karimun  Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Karimun        Nomor 2); 

 
46. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3  Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran 
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Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2); 
 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karimun     Nomor 3); 
 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2023 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 
2023 Nomor 10); 
 

49. Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 
2017 Nomor 63); 

50. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita 
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017       Nomor 64) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun 
Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten 
Karimun Tahun 2018       Nomor 23); 
 

51. Peraturan Bupati Karimun Nomor 86 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Karimun Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 

2023 Nomor 86). 
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BAB II 

RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH 

 

2.1.  Kebijakan Perubahan Penerimaan Daerah 

Pendapatan daerah dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat di daerah serta dalam rangka menjamin terselenggaranya 

otonomi yang semakin baik. Disamping itu juga diperlukan usaha-usaha untuk 

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dengan 

meningkatkan sumber PAD yang telah ada (intensifikasi) maupun dengan menggali 

sumber PAD yang baru (ekstensifikasi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.   

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan PAD tersebut 

ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai urusan 

rumah tangga sendiri, sehingga diharapkan pemerintah daerah mempunyai 

sumber dana yang cukup untuk menyelenggarakan tugasnya, serta tetap 

menjamin agar pelayanan pemerintah daerah sejalan dengan usaha-usaha 

pembangunan nasional. 

Ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan baik dari pusat 

maupun dari provinsi masih cukup besar mengingat kebutuhan pembiayaan 

pembangunan dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Untuk itu perlu 

adanya usaha-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama dari sektor 

Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu peranan sektor pajak daerah dan retribusi 

daerah dalam memberikan sumbangan ke PAD menjadi semakin perlu untuk 

ditingkatkan.  

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, antara lain: 

1. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan 

mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. 

2. Peningkatan pendapatan daerah melalui peningkatan mutu pelayanan 

perpajakan. 
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3. Mendayagunakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber 

pendapatan daerah. 

 

Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan beberapa strategi dan prioritas 

pendapatan daerah, antara lain sebagai berikut: 

1. Peningkatan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi 

pemungutan pajak atau retribusi daerah serta penerimaan lainnya. 

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk aparatur pemerintah 

agar lebih profesional dalam manajemen pengelolaan keuangan 

khususnya pendapatan daerah. 

3. Peningkatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung upaya 

peningkatan pendapatan daerah. 

4. Peningkatan penerimaan daerah melalui kerjasama instansi lintas 

sektoral yang berwenang menangani penerimaan pusat. 

5. Meningkatkan efektifitas penerimaan daerah melalui koordinasi dan 

kerjasama dengan DPRD dan instansi berwenang untuk memperoleh 

bantuan hukum dan operasional penagihan.   

 

2.2.   Rencana Perubahan Pendapatan Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 30, menyatakan bahwa 

sumber pendapatan daerah terdiri dari: 

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi: 

- Pajak Daerah 

- Retribusi Daerah 

- Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan  

- Lain-lain Pendapatan asli daerah yang Sah 

2. Pendapatan Transfer, terdiri dari: 

- Transfer Pemerintah Pusat 

- Transfer Antar Daerah 

3. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari: 
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- Hibah 

- Dana Darurat 

- Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan peraturan 

Perundang-undangan. 

 

Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan antara lain : 

a. Peningkatan tarif pungutan; 

b. Penyempurnaan sistem pungutan dan administrasi; 

c. Peningkatan personil / petugas pemungut; 

d. Peningkatan peralatan yang tersedia; 

e. Peningkatan pengawasan secara berkesinambungan; 

f. Peningkatan penyuluhan dan penerangan kepada  masyarakat; dan 

g. Pemberian sanksi yang wajar bagi yang tidak mematuhi aturan yang 

telah ditetapkan. 

  Target Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah Kabupaten Karimun pada APBD Tahun Anggaran 2024 

sebesar Rp. 1.558.997.026.717,00 dan pada APBD Perubahan tahun 2024 

pendapatan daerah Kabupaten Karimun dilakukan penyesuaian                   

sehingga       menjadi sebesar Rp. 1.413.231.543.789,00 atau menurun sebesar 

Rp. 145.765.482.928,00. 

Dari ketiga sumber pendapatan daerah yang dapat dipungut di Kabupaten 

Karimun, Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024                  

sebesar Rp. 529.904.226.859,00 dan pada Perubahan APBD tahun 2024 ini 

menjadi Rp. 403.112.004.485,00 atau menurun sebesar Rp. 126.792.222.374,00. 

Pendapatan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2024                                     

sebesar Rp. 958.109.225.477,00 dan pada Perubahan APBD tahun 2024 menjadi 

sebesar Rp. 1.010.119.539.304,00 atau meningkat sebesar Rp. 52.010.313.827,00. 

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2024                                     

sebesar Rp. 70.983.574.381,00 dan pada Perubahan APBD tahun 2024 mengalami 

penurunan sebesar Rp. 70.983.574.381,00 sehingga pada Perubahan APBD tahun 

2024 tidak ada lagi penganggarannya. 
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Berdasarkan kedua sumber pendapatan di atas, dapat dilihat bahwa 

penerimaan Kabupaten Karimun pada APBD Perubahan tahun 2024 terdapat 

penyesuaian yakni terjadi peningkatan pada pos dana PAD dan pendapatan        

transfer sehingga secara keseluruhan terjadi peningkatan pendapatan dari target 

APBD Murni. 

 
Tabel 2.1 

Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 

No Uraian 

Target  
APBD Murni  
Tahun 2024 

(Rp) 

Prediksi  
APBD Perubahan  

Tahun 2024 
(Rp) 

Penyesuaian 
Anggaran  

Tahun 2024  
(Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Pendapatan Asli Daerah 529.904.226.859 403.112.004.485 (126.792.222.374) 

2. Pendapatan Transfer 958.109.225.477 1.010.119.539.304 52.010.313.827 

3. Lain-lain Pendapatan 
Daerah Yang Sah 

70.983.574.381 0       (70.983.574.38) 

TOTAL  PENDAPATAN DAERAH 1.558.997.026.717 1.423.231.543.789 (145.765.482.928) 

 

 
1. Pendapatan Asli Daerah   

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun terdiri dari 

pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  

Tabel 2.2 
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 

No Uraian 

Target  
APBD Murni  
Tahun 2024 

(Rp) 

Prediksi  
APBD Perubahan 

Tahun 2024 
(Rp) 

Peningkatan 
(Penurunan) 

Anggaran  
Tahun 2024  

(Rp) 

1. Pendapatan Pajak Daerah : 
 

191.144.000.000 256.592.615.992 65.448.615.992 

2. Hasil Retribusi Daerah : 

 

91.970.658.896 99.465.071.779 7.494.412.883 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan  

3.522.651.190 3.997.964.933 475.313.743 

4. Lain-lain Pendapatan Asli yang 
Sah : 
 

243.266.916.773 43.056.351.78 (200.210.564.992) 

T  O  T  A  L   P A D 529.904.226.859 408.112.004.485 (126.792.222.374) 

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2024 
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